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LAMPIRAN XV 
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LAMPIRAN XVI 

TABEL HASIL WAWANCARA 

Peneliti : “Bisa dijelaskan penjelasan singkat atau gambaran umum mengenai PT. 

X?” 

Narasumber : “Ya, PT. X adalah perusahaan outsourcing di Yogyakarta yang 

karyawan outsourcingnya sudah lebih dari 3000 orang yang tersebar di berbagai 

daerah. PT. X ini memiliki cabang di beberapa tempat, seperti Surabaya, Jakarta, 

Batam, dan sebagainya. Namun untuk penugasannya tersedia untuk seluruh 

Indonesia. PT. X ini sudah berdiri sejak tahun 1993, yang pada masa itu jasa yang 

kami tawarkan hanya ada jasa cleaning service. Namun, seiring berjalannya waktu 

hingga saat ini sudah menawarkan semakin banyak jasa, seperti security, office 

boy, operator, customer service, marketing, dll. Mitra yang pernah bekerja sama 

dengan kami ada dari berbagai instansi, mulai dari perbankan, rumah sakit, hotel, 

SPBU, mall, dan lainnya. Dalam pengelolaan SDM, kami tidak menitikberatkan 

pada keuntungan bisnis semata, tapi saling bersinergi antara perusahaan, 

karyawan, dan mitra, sehingga masing-masing memperoleh hak dan kewajibannya 

yang seimbang dan saling menguntungkan”. 

Peneliti : “Kewajiban pajak PT. X yang selama ini dijalankan ada apa saja mas, 

bisa dijelaskan sedikit?” 

Narasumber : “Selama ini kewajiban pajak yang harus kami jalankan itu ada PPh 

21 atas gaji, PPh badan, PPh 23 atas jasa yang kami gunakan, PPh Final atas sewa 

bangunan untuk seluruh kantor kami (utama dan cabang), dan PPN atas 

Manajemen Fee yang kami terima. Sebelumnya, kami ada menggunakan jasa 

konsultan pajak, namun karena alasan tertentu kami tidak menggunakan jasa 

konsultan pajak lagi. Kemudian kami memilih untuk mengerjakan urusan 

perpajakan dengan karyawan di perusahaan saja. Namun karena sebelumnya 

terlalu mempercayakan pada konsultan pajak, karyawan kami jadi kebingungan 

dengan data pajak pada waktu itu, sehingga ada beberapa pajak yang tidak kami 

laporkan. Kemudian kami baru mengetahui masih ada kewajiban yang belum 

dilaporkan itu pada saat pemeriksaan ini”. 

Peneliti: “Bagaimana sistem gaji karyawan PT. X dan karyawan outsourcingnya?” 

Narasumber: “Untuk sistem gaji karyawan outsourcing itu dibayarkan oleh mitra 

kami melalui kami, jadi ketika mitra membuat invoice untuk gaji tersebut, kami 

juga akan membuatkan faktur yang berisi biaya pengelolaan tenaga kerja (gaji 

outsourcing) dan manajemen fee (Jasa Manajemen). Perhitungan untuk 

Manajemen Fee ini sudah ditentukan saat mitra dan kami membahas kerja sama 

dan tercatat dalam proposal. Misalnya dalam kerja sama dengan sebuah mitra 

memerlukan 10 orang, maka perhitungannya gaji total 10 orang tersebut akan 

dikalikan dengan tarif yang sudah disepakati, misalnya 10%. Kemudian PPN akan 

dihitung atas fee 10% tersebut. Tapi tarif yang disepakati tidak semuanya 10%, ada 

yang di atas 10% dan juga di bawah 10%”. 



 

 

 

 

 
 

Peneliti : “Sebelumnya apakah sudah pernah terjadi pemeriksaan di PT. X?  

Narasumber : “belum, ini adalah yang pertama kali kami mendapat pemeriksaan. 

jadi tahun 2023 kemarin setelah mendapat surat pemeriksaan untuk tahun pajak 

2018, beberapa bulan setelahnya juga kami mendapat surat pemeriksaan tahun 

pajak 2019”.  

Peneliti: “Bisa diceritakan kapan PT. X diberitahu bahwa akan dilakukan 

pemeriksaan dan bagaimana prosesnya?” 

Narasumber: “Kami awalnya sedikit kaget sih sewaktu mendapat info 

pemeriksaan. Karena setahu saya seharusnya sebelum pemeriksaan itu, ada surat 

SP2DK dulu. Tapi kami tidak menerima surat itu. Namun setelah bertemu dengan 

pemeriksanya, ternyata benar bahwa kami seharusnya menerima SP2DK terlebih 

dahulu, tetapi kami tidak ada menerima surat tersebut sehingga tidak bisa 

memberikan tanggapan atas suratnya. Karena itu KPP lalu memutuskan untuk 

mengirimkan kami surat pemeriksaan. Surat pemeriksaan itu dikeluarkan pada 

awal Januari 2023. Waktu itu, beberapa hari setelah kami mendapat surat 

pemeriksaan itu. Kami dihubungi oleh pemeriksa untuk bertemu dan mengobrol. 

Kami sempat bertanya kenapa kami bisa mendapat pemeriksaan, karena kebetulan 

pada tahun itu pengawas AR kami adalah yang baru, ternyata pemeriksaan kami 

didasari dari SP2DK tahun pajak 2018 dan 2019 yang tidak diberi respons. 

Makanya karena itu kami mendapat surat pemeriksaan. Proses yang kami lalui saat 

pemeriksaan itu 6-8 bulanan. Surat Pemeriksaan dikeluarkan pada bulan Januari, 

kemudian proses pemeriksaan sampai dengan diterbitkan SPHP itu di bulan Mei, 

lalu melakukan pembahasan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak di bulan Juni. 

Kemudian dari SKP yang sudah terbit, kami masih tidak setuju terhadap hasil 

koreksi PPh badan dan PPN, kemudian kami mengajukan permohonan 

pengurangan SKP ke Kanwil sekitar bulan November, kemudian menunggu hasil 

keputusan yang diterbitkan pada bulan April 2024.” 

Peneliti: “Bagaimana proses internal yang Anda lakukan dengan teman-teman? 

Apakah ada penanggung jawab dari pemeriksaan ini?” 

Narasumber: “Pada waktu itu, kami mengerjakan sendiri pemeriksaan ini. Kami 

mengecek sendiri invoice yang kami terima, faktur yang diterbitkan, bukti potong. 

Kebetulan saya yang menjadi penanggung jawab yang ditunjuk untuk memimpin 

jalannya pemeriksaan ini. Saya bersama rekan saya melakukan bagi tugas untuk 

mengumpulkan data dan diberikan ke pemeriksa. Pada waktu itu, saya sempat 

beberapa kali ke KPP untuk memberikan data dan dokumen ke pemeriksa” 

Peneliti: “Apakah Anda dan rekan Anda mengalami kendala saat mengumpulkan 

dokumen yang dibutuhkan pemeriksa?” 

Narasumber: “Ya, ada. Karena pemeriksaan untuk tahun pajak 2018 itu dilakukan 

di tahun 2023, jadi sudah berjarak waktu 5 tahun. Saat kami mengumpulkan faktur-

faktur di tahun tersebut, kami baru menyadari bahwa terdapat faktur yang terhitung 

dua kali yang menyebabkan peredaran usaha kami semakin besar. Jadi saat kami 

sudah menghitung peredaran usaha kami sebesar 78M, ternyata saat dihitung ulang 

ada beberapa faktur yang terhitungnya dua kali, jadi harusnya peredaran usahanya 



 

 

 

 

 
 

hanya sebesar 76M. Namun karena saat memberikan data 78M kepada pemeriksa 

sudah dilakukan tanda tangan pada laporan keuangan. Pemeriksa menolak adanya 

perubahan pada peredaran usaha yang terbaru.  Yang kedua, saat kami 

mengumpulkan bukti potong PPh 23 atas Manajemen Fee, kami tidak bisa 

memperoleh seluruh bukti potong dikarenakan ada banyak sekali bukti potong 

yang tidak diberikan oleh mitra kami, sehingga kami harus mengajukan 

permintaan satu per satu kepada mitra kami. Seharusnya itu saat faktur sudah kami 

terbitkan, pihak mitra sudah langsung memotong untuk Manajemen Fee 2% dan 

memberikan bukti potong kepada kami. Namun yang terjadi, pihak mitra tidak ada 

memberikan bukti potong kepada kami, dan kami juga tidak ada meminta bukti 

potong tersebut. Kemudian akhirnya kami meminta bukti potong tersebut satu per 

satu kepada mitra kami dalam waktu kurang lebih dua mingguan, namun karena 

kami terlambat memberikan bukti potong yang sudah kami peroleh kepada 

pemeriksa, pemeriksa menolak menerima data bukti potong kami. Karena itu, 

kredit pajak yang diakui oleh pemeriksa tidak mencapai setengah dari kredit pajak 

yang seharusnya dapat diakui, yang menyebabkan kekurangan bayar kami menjadi 

lebih besar daripada yang seharusnya. Peredaran usaha yang kami hitung itu dari 

faktur yang sudah diterbitkan, isi dari faktur itu ada biaya pengelolaan tenaga kerja 

(gaji karyawan outsourcing) dan manajemen fee”. 

Peneliti: “Apakah PT. X pada masa itu tidak berkeinginan untuk melakukan 

pembetulan SPT sebelum SPHP diterbitkan oleh pemeriksa?” 

Narasumber: “Waktu itu tidak, karena jarak pemeriksaannya sudah cukup lama, 

berjarak 5 tahun, dan juga data yang kami miliki tidak lengkap, sehingga membuat 

kami cukup kesulitan. Jadinya kami memutuskan untuk mengikuti perhitungan 

dari pemeriksa saja. Sebelum SPHP itu diterbitkan, kami juga ada memberikan 

tanggapan awal atas temuan dari pemeriksa yang ditunjukkan dengan bukti data 

dan dokumen bahwa peredaran usaha yang akan digunakan adalah sebesar 78M. 

Laporan keuangan tersebut sudah ditanda tangani oleh direktur kami, hal tersebut 

juga menjadi alasan pemeriksa menolak perubahan peredaran usaha menjadi 

76M”. 

Peneliti: “Pada pemeriksaan waktu itu, pajak apa saja yang menjadi temuan dan 

dikoreksi oleh pemeriksa?” 

Narasumber: “Yang diperiksa adalah keseluruhannya, dan seluruhnya adalah 

menjadi koreksi, seperti PPh badan, PPh 21, PPh 23, PPh final, dan PPN. Koreksi 

pada PPh badan adalah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya yaitu 

mengenai peredaran usaha, HPP, kredit pajak, dan biaya usaha. Sementara untuk 

PPh 21 yang menjadi koreksi adalah adanya objek pajak yang tidak kami laporkan 

pada tahun tersebut. PPh 23 dan Final juga dikarenakan adanya penggunaan jasa 

dan sewa tempat yang tidak kami laporkan. Pada waktu pemeriksaan itu, saya ada 

mengecek SPT yang dilaporkan, bahwa kami pada tahun tersebut tidak rutin 

melaporkan pajak setiap bulan, seperti Januari sudah, Febuari belum, Maret belum, 

April sudah”. 

Peneliti: “Bisakah Anda menceritakan bagaimana proses yang terjadi saat SPHP 

sudah diterbitkan?” 



 

 

 

 

 
 

Narasumber: “Setelah SPHP itu diterbitkan, kami diberikan waktu maksimal 7 

hari untuk melakukan tanggapan atau sanggahan atas SPHP tersebut. Kami 

kemudian memberikan tanggapan bahwa dari seluruh koreksi yang diberikan oleh 

pemeriksa, kami hanya menyetujui koreksi atas PPh 23 dan PPh Final, dikarenakan 

benar adanya pada 2018 itu sama sekali tidak melaporkan. Namun untuk PPh 

badan kami masih berupaya agar pemeriksa dapat mengakui peredaran sebesar 

76M, meski dengan bukti perhitungan faktur yang kami berikan, pemeriksa tetap 

menolak dengan alasan laporan keuangan telah ditanda tangani oleh direktur. Kami 

merasa bahwa pendapatan negara harus banyak, jadi pemeriksa tidak menyetujui 

perhitungan 76M karena berkurang dari 78M. Kemudian, kami menolak 

perhitungan atas koreksi PPh 21, dikarenakan fiskus menyatakan bahwa selisih 

dari objek pajak yang tidak dilaporkan akan langsung dihitung dengan tarif 5%. 

Hal itu tentu saja sangat memberatkan kami, karena tanpa menghitung jumlah 

karyawan dan dikurangi PTKP, maka pajak yang dihasilkan tentu akan semakin 

besar. Kami menyatakan bahwa seluruh karyawan yang bekerja itu gajinya adalah 

di bawah 4,5 juta yang artinya tidak dikenai PPh. Hanya beberapa mitra saja yang 

memberikan gaji di atas 4,5 juta. Sehingga seharusnya PPh yang terutang tidak 

terlalu besar. Kemudian kami juga tidak setuju terhadap hasil koreksi PPN, 

dikarenakan karena ada faktur yang kedouble tersebut, menyebabkan beberapa 

nilai DPP PPN ikut ke terhitung dua kali. Kemudian saat pembahasan akhir / 

closing conference, kami juga menyatakan tidak setujuan kami terhadap beberapa 

koreksi tersebut, dan dari pembahasan tersebut pemeriksa tetap kekeh dengan 

penilaian koreksinya. Hanya PPh 21 yang mengalami perubahan koreksi, di mana 

objek pajak PPh 21 dikurangkan dengan objek pajak yang diperoleh pemeriksa, 

namun masih ada selisih sedikit dan selisih tersebut tetap dikalikan dengan tarif 

5% karena pemeriksa menganggap bahwa kami tidak dapat membuktikan”. 

Peneliti: “Saat pembahasan akhir pemeriksaan apakah Anda menyetujui atau telah 

sepakat dengan pemeriksa?” 

Narasumber: “Belum. Masih ada yang belum kami setujui atas pembahasan 

tersebut. Namun kami memilih untuk tidak mengajukan Quality Assurance, karena 

kami berencana untuk mengajukan permohonan pengurangan SKP yang tidak 

benar kepada kanwil yang ada pada UU KUP Pasal 36 (1) b”. 

Peneliti: “Kemudian saat SKP sudah diterbitkan, peneliti menyadari bahwa 

terdapat kesalahan penulisan objek pajak, apakah Anda atau rekan Anda tidak 

menyadarinya atau sengaja untuk tidak menanggapi hal tersebut?” 

Narasumber: “Kami menyadari adanya kesalahan penulisan pada objek pajak, 

namun tidak terlalu memberi perhatian khusus, karena kami lebih fokus pada 

jumlah angka yang masih harus dibayarkan (kurang bayar) apakah sudah benar 

atau belum, sesuai dengan surat pada ikhtisar atau tidak. Pada SKP itu meski objek 

pajak yang ditulis tidak tepat, namun jumlah yang masih harus dibayar adalah 

benar. Jadi kami tidak menganggap bahwa itu adalah sebuah permasalahan”. 

Peneliti: “Setelah SKP diterbitkan pada bulan Juni, apakah PT. X langsung 

membayar kekurangan bayar yang tercantum?” 



 

 

 

 

 
 

Narasumber: “Tidak, kami masih menyiapkan data untuk melakukan pengajuan 

36 (1) b atau permohonan pengurangan SKP yang tidak benar. Permohonan itu 

kami ajukan pada bulan November dan menunggu keputusan dari kanwil itu pada 

bulan April 2024. Hal ini karena kalau kami ingin mengajukan 36 (1) b itu, kita 

tidak harus membayar dulu. Saat kami mengajukan 36 (1) b itu, kami juga 

menyiapkan lagi hitungan yang berisi hitungan versi PT. X dan versi dari kantor 

pajak, kemudian melampirkan bukti pendukungnya lalu dikirimkan ke KanWil 

melalui KPP Yogyakarta”. 

Peneliti: “Setelah pemeriksaan ini berakhir, apa dampak yang diberikan kepada 

perusahaan?” 

Narasumber: “Ya, tentu saja pemeriksaan ini menghasilkan koreksi yang lebih 

besar daripada yang seharusnya dan dari yang kami kira. Karena perusahaan ini 

juga masih dalam proses berjalan, dan posisi keuangan perusahaan kami juga 

tidak cukup untuk membayar semua kekurangan bayar tersebut. Hal ini akan 

kena pada keuangan/cash flow perusahaan kami. Namun pemeriksa berbaik hati 

karena kami dapat membayar kewajiban kami dengan mencicil setiap bulan. Jika 

tidak, maka kami tidak dapat menjalankan operasional kami lagi”. 

Peneliti: “Setelah berakhir pemeriksaan, apakah ada perubahan dalam 

pencatatan/pelaporan pajak perusahaan?” 

Narasumber: “Ya, tentu saja. setelah melewati pemeriksaan ini, PT. X lebih 

memperhatikan pencatatan dan pelaporan pajaknya. PT. X juga lebih 

memperhatikan pengarsipannya, seperti data bukti potong, invoice, dan 

sebagainya, agar bila suatu saat diperlukan tidak kerepotan seperti saat 

pemeriksaan kemarin. Untuk saat ini, dikarenakan terjadi perubahan pada Coretax, 

PT. X juga akan melakukan pelatihan dan pembekalan bagi karyawannya agar 

dapat mengikuti perubahan peraturan pajak”. 

Peneliti: “Apa tantangan dan kesulitan bagi perusahaan saat mendapat surat 

pemeriksaan?” 

Narasumber: “Tidak ada sih. Malah dengan ada pemeriksaan ini, menjadi 

pembelajaran bagi kami, bahwa kami harus lebih memperhatikan tentang 

kewajiban perusahaan. Untuk pembelajaran juga bahwa harus lebih teliti lagi saat 

mengecek dan menghitung agar tidak terjadi kesalahan seperti faktur yang 

terhitung dua kali”. 

Peneliti: “Bagaimana cara perusahaan meminimalisir terjadinya pemeriksaan dan 

jika sudah mendapat surat bagaimana cara mengatasi/ menangani jika di kemudian 

hari terjadi pemeriksaan?” 

Narasumber: “Untuk saat ini dan seterusnya kami pasti akan memenuhi 

kewajiban perpajakan kami dengan tepat waktu, akurat dan transparan, terlebih 

lagi saat akan penyampaian SPT. Kami juga mengadakan pelatihan untuk 

karyawan lain yang terlibat dalam pengelolaan pajak untuk memastikan bahwa 

mereka memahami peraturan perpajakan yang saat ini sudah berubah. Cara 

tersebut yang akan kami terapkan untuk meminimalisir terjadi pemeriksaan. 

Karena bagaimana pun juga jika tidak mendapat surat pemeriksaan, pasti akan 

mendapat surat SP2DK. Jika mendapat sp2dk maka kami akan segera melakukan 

tanggapan, dan juga akan sering - sering berkomunikasi dengan AR untuk 



 

 

 

 

 
 

mengetahui pembaruan ataupun informasi mengenai perubahan peraturan, 

kebijakan, maupun dapat mengurangi risiko pemeriksaan yang tidak perlu”. 

 


